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Selesaikan Persoalan, Kades KT Temui Sekda

BENTENG - Persoalan yang ter-
jadi di pemerintahan Desa Karang
Tinggi (KT), Kecamatan Karang
Tinggi, Kabupaten Bengkulu Ten-
gah (Benteng) masih terus bergulir.
Kades definitif, Marwan diminta

. untuk mengembalikan dugaan
~ kerugian negara.

Berdasarkan audit Inspektorat
Daerah (Ipda) Benteng terkait peng-
gunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Dana Desa (DD) tahun 2016
kerugian negara mencapai Rp 138
juta. Persoalan ini diharapkan
secepatnya diselesaikan. Marwan

pun langsung menemui Sekretaris
Daerah (Sekda) Benteng, H. Muza-
kir Hamidi, MM, kemarin (6/7).

Marwan saat dikonfirmasi men-
gatakan, dirinya berharap ada
jalan keluar untuk menyelesaikan
persoalan di desanya. Apalagi
imbas dari persoalan ini, gaji
perangkat des belum juga bisa
dibayarkan sejak tahun 2017 lalu
hingga saat ini. “Saya juga ingin
persoalan tidak berlarut-larut,”
ujar marwan.

Menurutnya, apa yang dilakukan
saat ini adalah mengupayakan

untuk pembayaran gaji perangkat
desanya yang terhambat sudah

mencapai 18 bulan. Marwan me-

minta kebijakan Pemkab Ben-
teng untuk membantu memba-
yarkan apa yang menjadi hak
dari perangkat desa. Marwan
juga mengakui tidak mengha-
langi apapun atau hal lainnya.
Ia berharap perangkat desa bisa
mendapatkan gajinya, meskipun
adapersoalan yang masih belum
selesai. “Intinya saya akan siap
menjalankan aturan agar perso-
alan di Desa Karang Tinggi bisa

selesai secepatnya,” katanya.

Sementaraitu, Sekda Benteng, H.
Muzakir Hamidi, MM mengatakan,
Pemkab juga terus mengupayakan
agar tidak terlalu lama persoalan
terjadi. Apalagi menyangkut gaji
perangkat desa yang belum diba-
yarkan. Namun, saat ini Sekda
berharap agar semua pihak meng-
hormati terkait penyelesaian yang
sedang dilakukan oleh Aparat Pen-
egak Hukum (APH). “Nanti kalau
telah selesai, bisa menjadi bahan
untuk pengambilan keputusan,”
jelas Sekda. (vla)



